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ABSTRAK
Sri Wulandari Sianturi : Analisis Implementasi Perhitungan PPh 21 TER Di

Batalyon Infanteri 133 Padang
Pembimbing : Herlina Helmy, SE,M.S,Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perhitungan
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan menggunakan metode Tarif Efektif
Rata-rata (TER) di Batalyon Infanteri 133 Padang. Latar belakang penelitian ini
adalah adanya perubahan kebijakan perpajakan melalui Undang-Undang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang memperkenalkan metode TER dalam
perhitungan PPh 21. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif
kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan
wawancara. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Batalyon Infanteri 133 Padang telah
mengimplementasikan perhitungan PPh 21 menggunakan metode TER. Penerapan
metode TER ini mampu menyederhanakan proses perhitungan PPh 21 tanpa
mengubah besaran pajak yang harus dibayar. Namun, terdapat beberapa kendala
dalam implementasinya, seperti kurangnya sosialisasi dari otoritas pajak serta
kekhawatiran penerima penghasilan terkait penurunan jumlah penghasilan yang

diterima.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), Tarif Efektif Rata-rata (TER),

Implementasi, Batalyon Infanteri 133 Padang.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Salah satu sumber penerimaan negara yang paling signifikan adalah

pajak, yang berkontribusi besar pada upaya untuk meningkatkan penerimaan
negara. Menurut Tabroni & Komarudin (2021), pajak mendorong pertumbuhan
ekonomi nasional melalui pemungutan wajib pajak (WP) orang pribadi (OP)
dan WP badan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
menunjukkan bahwa penerimaan pajak adalah salah satu pendapatan dalam
negeri yang terbesar. Karena banyaknya dana yang dikeluarkan pemerintah,
maka penerimaan negara, salah satunya dari pajak. Pajak Penghasilan adalah salah
satu aspek penting dalam kehidupan sehari-hari, dan penerapan perhitungan
PPh 21 yang benar sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap
peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tahun 2019, Indonesia terkena dampak
dari Covid-19, adanya wabah ini mengakibatkan terjadinya guncangan pada
sektor ekonomi, sebagai penyelenggara negara yang mempunyai kepentingan
untuk menangani permasalahan yang ada agar perekonomian dapat kembali
seperti biasanya, maka upaya yang dilakukan oleh pemerintah vyaitu
mengaplikasikan kebijakan ekonomi.

Kebijakan  yang  diterapkan  pemerintah  dalam  membangun
perekonomian Indonesia yaitu dengan mengubah Undang-Undang (UU)

yang telah ada sebelumnya dengan UU yang baru. Presiden Republik Indonesia



mengesahkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), juga dikenal sebagai
UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU/7/2021). Dengan tujuan mendorong
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mempercepat pemulihan ekonomi,
meningkatkan sistem perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib
pajak, UU HPP dibuat (Vivianda, et al. 2023). Menurut S. I. Djajadiningrat, pajak
sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang
disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan
tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan
pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara
secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Perhitungan
pajak penghasilan dan pemotongan PPh 21 cukup kompleks dan memiliki skema
penghitungan yang membingungkan. Sehingga diperlukan simplifikasi dan
penyederhanaan penghitungan serta pemotongan, juga pengelolaan administrasi
yang tidak memberatkan wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya
dengan benar. Dengan adanya skema tarif efektif PPh 21 TER ini, maka
perhitungan pajak penghasilan pasal 21 jadi lebih simpel. Skema TER juga tidak
mengubah perhitungan PPh 21 dalam setahun karena masih berdasarkan Pasal 17
ayat (1) huruf a UU PPh. Selain itu, skema TER juga tidak memberikan tambahan
beban pajak baru karena pada dasarnya sebagai metode penghitungan pajak secara
bulanan maupun harian.

Dikutip dari —detiknewsl permasalahan yang terjadi pada PPh Pasal 21
terutamanya dalam perhitungan dengan menggunakan metode TER (Tarif Efektif

Rata — rata), yaitu masih banyaknya instansi/perusahaan tidak menggunakan



perhitungan dengan metode TER (Tarif Efektif Rata —rata) dikarenakan
kurangnya kegiatan dari Dirjen Perpajakan dalam melakukan sosialisasi mengenai
metode TER (Tarif Efektif Rata — rata) sehingga mengakibatkan ketidaktahuan
mengenai aturan terbaru tersebut, selain itu permasalahan yang muncul yaitu
kekhawatiran penolakan dari penerima penghasilan hal ini dikarenakan dapat
mengurangi penghasilan yang diterimanya jika tarif TER tersebut diterapkan
tanpa disosialisasikan.

Batalyon Infanteri 133/Yudha Sakti Yonif 133/YS
merupakan Batalyon Infanteri yang berada di bawah komando Korem
032/Wirabraja, Kodam 1/Bukit Barisan. Markas Batalyon, kompi markas dan
kompi B berkedudukan di Air Tawar, Padang, Sumatera Barat. Mako Yonif 133/
Yudha Sakti JI. Prof. Dr. Hamka No.1, Air Tawar Tim., Kec. Padang Utara, Kota
Padang, Sumatera Barat 25173.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara
dengan bendahara gaji di Batalyon Infanteri 133 Padang. Wawancara ini
dirancang untuk menggali informasi terkait implementasi perhitungan Pajak
Penghasilan Pasal 21 dengan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER). Bendahara
gaji juga diminta untuk menjelaskan persepsi mereka mengenai efektivitas metode
TER dibandingkan dengan metode sebelumnya, termasuk keuntungan dan
kerugian masing-masing sistem.

Selain itu, peneliti menyelidiki tingkat pemahaman pegawai tentang
peraturan perpajakan yang berlaku dan bagaimana sosialisasi dari otoritas pajak

dapat mempengaruhi penerapan metode ini. Melalui wawancara ini, peneliti
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memperoleh wawasan yang mendalam mengenai praktik perpajakan di unit kerja
tersebut, termasuk kendala administratif, kesulitan dalam pelaporan, serta sikap
dan pemahaman pegawai terkait kewajiban perpajakan mereka. Hasil wawancara
ini sangat penting karena memberikan konteks yang lebih kaya dan relevan
terhadap analisis yang dilakukan, sehingga hasil penelitian dapat lebih akurat dan
representatif terhadap situasi nyata yang dihadapi dalam implementasi kebijakan
perpajakan di Batalyon Infanteri 133 Padang.

Dalam wawancara dengan bendahara gaji, juga dijelaskan mengenai alasan
pemilihan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam perhitungan PPh 21. Salah
satu alasan utama adalah upaya untuk menyederhanakan proses administrasi
perpajakan. Dengan metode TER, perhitungan pajak menjadi lebih mudah dan
cepat, sehingga mengurangi beban administratif bagi bendahara dan staf
keuangan. Selain itu, metode ini memberikan kepastian dalam jumlah pajak yang
harus dibayar setiap bulannya, yang penting untuk perencanaan keuangan unit
kerja.

Bendahara juga menyatakan bahwa penerapan tarif rata-rata diharapkan
dapat mengurangi kesalahan dalam perhitungan pajak, yang sering terjadi pada
metode progresif yang lebih kompleks. Dengan adanya tarif tetap, diharapkan
dapat meminimalkan kemungkinan kesalahan input data dan mempercepat proses
pelaporan pajak. Meskipun demikian, bendahara mengakui bahwa penggunaan
metode TER bisa menjadi tidak proporsional bagi karyawan dengan penghasilan
tinggi, yang akan membayar pajak lebih besar dibandingkan dengan metode

progresif.



Oleh karena itu, meskipun ada kekhawatiran mengenai keadilan bagi
karyawan berpenghasilan tinggi, alasan efisiensi dan kepastian dalam perhitungan
pajak menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan untuk
menerapkan tarif rata-rata di Batalyon Infanteri 133 Padang.

Berdasarkan penelitian awal yang sudah dilakukan, yaitu perhitungan
Pajak Penghasilan pasal 21 masih memakai pedoman dari Tarif Progresif, Masih
belum ada perhitungan Pajak penghasilan pasal 21 menggunakan metode TER,
hal ini dapat di lihat dari pelaporan SPT Tahunan WP OP masih menggunakan
tarif progresif (masa pajak tahun 2023), sedangkan metode TER baru
diberlakukan untuk masa pajak tahun 2024 karena metode ini baru diberlakukan
pada 1 Januari 2024 selain itu ,apakah lebih kecil penggenaan pajak penghasilan
pasal 21 dengan metode TER. Berdasarkan latar belakang maka penulis tertarik
untuk meneliti topik mengenai “ Analisis Impelementasi Perhitungan PPh 21

TER di Batalyon Infanteri 133 Padang”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian permasalahan yang telah disebutkan oleh penulis

dalam latar belakang masalah, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam
penelitian ini yaitu bagaimana implementasi perhitungan PPh Pasal 21 metode
TER (Tarif Efektif Rata — rata) di Batalyon Infanteri 133 Padang.
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang akan dicapai

pada penelitian ini untuk melihat bagaimana implementasi perhitungan PPh 21



Metode TER (Tarif Efektif Rata — rata) yang diterapkan di Batalyon Infanteri 133
Padang.
D. Manfaat Penelitian
1. Bagi Penulis
a. Sebagai sarana untuk pengembangan konsep teori yang telah
didapatkan selama bangku perkuliahan, agar dapat diterapkan pada
permasalahan dalam.
b. Untuk memenuhi syarat dalam menempuh ujian Ahli Madya
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Kehidupan
nyata yang dimana berkaitan dengan masalah proses implementasi
perhitungan PPh 21 Metode TER (Tarif Efektif Rata — rata) yang
diterapkan di Batalyon Infanteri 133 Padang.
2. Bagi Instansi
Sebagai tambahan bahan referensi dalam melakukan proses
implementasi perhitungan PPh 21 Metode TER (Tarif Efektif Rata — rata)
yang diterapkan di Batalyon Infanteri 133 Padang.
3. Bagi Pembaca
Diharapkan menjadi referensi dalam melaksanakan penelitian

maupun studi lebih lanjut.



BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dirumuskan dan dibahas mengenai
analisis implementasi perhitungan PPh 21 TER di Batalyon Infanteri 133 Padang
dapat disimpulkan bahwa penggunaan tarif progresif dalam perhitungan pajak
penghasilan, khususnya PPh 21, terbukti lebih efektif dibandingkan dengan tarif
rata-rata. Dalam sistem tarif progresif, persentase pajak yang dikenakan akan
meningkat seiring dengan bertambahnya penghasilan kena pajak (PKP) wajib
pajak. Misalnya, untuk PKP sampai dengan Rp 50 juta dikenakan tarif 5%, PKP
lebih dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 250 juta dikenakan tarif 15%, PKP lebih
dari Rp 250 juta sampai dengan Rp 500 juta dikenakan tarif 25%, dan PKP di atas
Rp 500 juta dikenakan tarif 30%. Sistem ini memberikan insentif bagi wajib pajak
berpenghasilan rendah karena mereka dikenai tarif yang lebih rendah, sehingga
mencerminkan prinsip keadilan sosial di mana mereka yang mampu membayar
lebih, dikenai pajak yang lebih tinggi.

Di sisi lain, tarif rata-rata (TER) menerapkan konsep penghitungan PPh 21
yang berbeda, di mana pajak dihitung berdasarkan persentase tetap yang mungkin
tidak sebanding dengan kemampuan bayar wajib pajak. Hal ini dapat
memberatkan wajib pajak berpenghasilan tinggi, misalnya jika dikenai TER

sebesar 23% yang tidak sebanding dengan penghasilannya. Meskipun tujuan dari
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penerapan TER adalah untuk memberikan kepastian jumlah pajak bulanan, namun
hal ini dapat menjadi tidak proporsional bagi sebagian wajib pajak.

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan
bahwa penerapan tarif rata-rata (TER) dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal
21 di Batalyon Infanteri 133 Padang menawarkan beberapa keuntungan
signifikan, terutama dalam hal efisiensi dan kepastian. Metode TER
menyederhanakan proses administrasi perpajakan, memungkinkan bendahara dan
staf keuangan untuk melakukan perhitungan pajak dengan lebih cepat dan akurat.
Dengan adanya tarif tetap, risiko kesalahan dalam penghitungan dapat
diminimalkan, yang pada gilirannya meningkatkan kecepatan pelaporan pajak dan
mengurangi beban kerja administratif.

Namun, meskipun metode TER memberikan sejumlah kemudahan, terdapat
pertimbangan penting mengenai keadilan bagi wajib pajak, terutama bagi mereka
yang berpenghasilan tinggi. Tarif progresif, di sisi lain, lebih mencerminkan
prinsip keadilan sosial dengan membebankan pajak sesuai dengan kemampuan
bayar masing-masing individu. Dalam konteks ini, karyawan dengan penghasilan
tinggi dapat merasa dirugikan ketika menggunakan perhitungan tarif rata-rata
karena pajak yang dibayarkan bisa jauh lebih besar dibandingkan dengan jika
mereka dihitung menggunakan tarif progresif. Hal ini dapat menciptakan
ketidakpuasan dan potensi konflik di antara pegawali, yang pada akhirnya dapat
mempengaruhi motivasi dan produktivitas mereka.

Selain itu, penerapan tarif rata-rata dapat mengabaikan aspek redistribusi

kekayaan yang penting dalam sistem perpajakan. Oleh karena itu, penting untuk
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mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi administrasi dan keadilan
sosial dalam kebijakan perpajakan yang diterapkan.

Dengan mempertimbangkan kedua sistem tersebut, tarif progresif terbukti
lebih menguntungkan bagi wajib pajak, terutama mereka yang berpenghasilan
rendah. Tarif progresif menciptakan keadilan dengan membebankan pajak sesuai
dengan kemampuan bayar masing-masing individu. Oleh karena itu, penerapan
tarif progresif adalah pilihan yang lebih efektif untuk mencapai tujuan perpajakan

yang adil dan efisien.
D. Saran

1. Evaluasi Berkala: Sangat penting untuk melakukan evaluasi berkala
terhadap penerapan metode tarif rata-rata. Evaluasi ini harus
melibatkan analisis dampak terhadap berbagai kelompok wajib pajak,
terutama mereka yang berpenghasilan tinggi. Dengan melakukan
evaluasi, pihak berwenang dapat menyesuaikan kebijakan perpajakan
agar lebih responsif dan adil, serta mencegah potensi ketidakpuasan di

kalangan pegawai.

2. Sosialisasi dan Edukasi: Diperlukan program sosialisasi dan edukasi
yang lebih intensif mengenai perbedaan antara tarif rata-rata dan tarif
progresif, serta cara perhitungan pajak yang berlaku. Program ini tidak
hanya akan meningkatkan pemahaman pegawai mengenai kewajiban
perpajakan mereka, tetapi juga akan membantu membangun
kepercayaan terhadap sistem perpajakan yang diterapkan. Edukasi ini

juga dapat meliputi penjelasan tentang manfaat sosial dari pajak yang
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dibayarkan.

. Pertimbangan Kebijakan Perpajakan: Pemerintah perlu
mempertimbangkan untuk mengembangkan Kkebijakan perpajakan
yang lebih responsif terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.
Kebijakan yang adil dan transparan akan meningkatkan kepatuhan
pajak dan menciptakan kepercayaan di kalangan wajib pajak. Langkah-
langkah ini juga dapat membantu mencapai tujuan perpajakan yang
lebih luas, seperti pengurangan ketimpangan sosial.

. Penggunaan Teknologi: Meningkatkan sistem administrasi pajak
dengan memanfaatkan teknologi informasi merupakan langkah yang
sangat penting. Dengan penggunaan sistem berbasis teknologi, proses
pengelolaan pajak dapat dilakukan dengan lebih efisien dan transparan.
Teknologi juga dapat membantu dalam memonitor dan menganalisis
data perpajakan secara real-time, sehingga memungkinkan
pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Hal ini penting
untuk memastikan bahwa semua wajib pajak, tanpa memandang
penghasilan, mendapatkan perlakuan yang adil.

. Penelitian Lanjutan: Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan
yang lebih mendalam mengenai dampak penerapan metode tarif rata-
rata dan tarif progresif di berbagai sektor. Penelitian ini dapat
mencakup pengaruhnya terhadap kepuasan pegawai, motivasi kerja,
serta dampak ekonomi yang lebih luas. Hasil penelitian ini diharapkan

dapat memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif bagi
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pengembangan kebijakan perpajakan di masa depan.

6. Dialog dengan Stakeholder: Penting untuk membangun dialog yang
konstruktif antara pemerintah, manajemen Batalyon, dan pegawai
mengenai kebijakan perpajakan. Dengan melibatkan semua pihak
dalam diskusi, diharapkan kebijakan yang diambil dapat
mencerminkan kebutuhan dan harapan berbagai kelompok, sehingga
menciptakan rasa memiliki dan kepatuhan yang lebih besar terhadap
sistem perpajakan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem perpajakan di Batalyon
Infanteri 133 Padang dapat berjalan dengan lebih adil dan memberikan manfaat
yang lebih besar bagi seluruh masyarakat. Penerapan kebijakan perpajakan yang
responsif dan transparan tidak hanya akan meningkatkan kepuasan dan kepatuhan
wajib pajak, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih

berkelanjutan dan inklusif.
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